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PTAGAU AI'DIT INTERN

1. Pengawasan lntem adalah seluruh proses kegiatan audit' reviu'

evaluasi, pemantauan' toorarY ii :::ffiff:ffiT*T;
berupa koordinasi untuk pemeriksaan penc

konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang

ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan daerah

berjalan secara efelrtif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan

perundang-undangai dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang

baik.

2. Inspektorat Kabupaten Banjar adalah Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan

pengawasan intern di lingiungan Pemerintah Kabupaten Banjar'

3. Inspektorat Kabupaten Banjar memiliki kewenangan unnrk

mengakses seluruh informasi' sistem informasi' catatan'

dokumentasi, aset' dan personil pada instansi / unit kerja/ satuan kerja

di lingiungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang diperlukan

sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

pengawasan -t"t" "t* 
kewenangan lain sebagaimana tercantum

dalam lamPiran Piagam ini;

4. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2OO8 Pasal 4'

antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib

menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik

melalui:

a. Penegakan integritas dan nilai etika;

b. Komitrnen terhadaP komPetensi;

c. KePemimPinan Yang kondusif;

d. Pembentukan strukhrr organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;

e.Pendelegasianwewenangdantanggungjawabyangtepat;

f. Penyusunan dan penerapa-n kebijakan yang sehat tenEng
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pembinaan sumber daya manusia;

g. Mewrrjudkan peran ApIp yang efektif;

h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi pemerintah terkait.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal diteraFkan. piagam

Audit Intern ini dapat direviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk
dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan
perubahan dan/atau penyempumaan g,na menjamin keselarasan dengan
praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan intern, perubahan
lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan
tugas dan fungsi pemerintah.
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LamPiraD Ptagam Audit
Inter!

PTNJELASAT{ / SUPLEUEI{ PIAGAM AI'DIT INTTRII APIP

A. PEI{DAHULUAI5
1. Piagam Audit lntern {Intemal Audit :!:!er) 

merupakan dokumen

format yang *"rry"irr.L tujuan, --.*"rr*!i a9 -tanssu1g jawab

kegiatan p""g"*l'frI'inErn-'oleh Aparit Pengawasan lntern

Pemerintah;
2. I?ragam Audit Intem merupakan 

- rytt:g^* komitmen dari para

pemangku ktpt;ti";"t--Gia*rcay1-.terhadap arti pentingnya

iungsi audit *t"'i atas penyelenggaraan pemerintahan di

i;g?.ntg"tt Pemerintah Kabupaten Banjar;

3. Aparat e",'gt*t""" Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Banjar

adalah instansl pemerintah. yang 
,. 

dibentuk dengan tugas

melaksanakan pengawasan intern. or lingkuJrSan l:l"::*h
Kabupaten Banjar ""1"""i 

d""g"tt peraturan perundang- unctangan'

B. XTDTII'UITAIf DAI| PERAI| IIfSPEKTORAT KAAUPATEIT BAITJAR

1. Inspelrtorat Kabupaten Banjar mempakan unit kerja yang

dalam pelaksan"llf"i'g"""*ffi"T .'a"n^ tungsinya berada dan

bertanggung :"*"U t"ttg":"ttg [epada Bupati Banjar'

2. Struktut dan kedudukan Unit APIP adalah sebagai berikut :

a. Strul<tur "'*;** -o".tt lt"t" dibentuk sesuar kebutuhan

unh:k melaksan akan beban Kerla'

b. unit APIP di;;;;oLh ""oo"g 
Inspektur sebagai Kepala unit

APIP. r -_!: bina
c. Inspekhrr. diangkat dan diberhenti-kan oleh pejabat pem

kepegawaran 1:il; - g""id,ry:iP* perundang-undansan

tentang p"t'g"tt-i*t"tt dan -pemberhentian PNS'

d. Inspelrtur *"ilgg""g jawab kepada Bupati Banjar melalui

Selietaris Daerah'
e. Peiabat r""g"i""'f Pengawasan dalam Unit APIP bertanggung

jawab kepadiiliiiir't"''fi"iJu lnspektur Pembantu wilavah'

C. VISI DAIf [Ist IIfSPEKTORAT KABT'PATTI{ BAI|JAR

Visi Bupati';;;-iJt" 2016-202r adalah "Terwujudnva

Masyarakat f"oupt:t#*e"5*n"ts Sejahtera dan Barokah"' yang

daPat al3aUartan sebagai berikut:

/ Sejalttera; Sejahtera dalam pengerlian ini adalah kesejahteraan

rakvat vans H;;#ffi i:t",ry:g'"t dimensi material dan

spiritual daram wujJd suasana kehidupan yang aman dan damai'

/ Barokah; sesuatu yang dkasakal mempunyai nilai tambah'

memberi *""i""iat" t"iraslahatan bagi orang banyak



Untukmewujudkanvisitersebutdiatas,makaditempuhmelalui

:'Hil;trpengarraran ajaran asarna dan suasana kehidupan

beragana __-_1^6' Aqvq manusia yang berbasis

, S.ffiffi""#ffiL;ffi:o lill*ft;ehajteraan sosiar.

3.MeninglatkanPenEelolaan--'**'aaY?alamberbasis.pertanian'
perkebunan, p,eternakan, p.iffi aan f<gmJJitas un*gulan daerah

iainny. deng;* ;n-d;""-;Tffii"ni" dan industri berwawasan

linglmngan *6""t" berkelanjutan'

4.Mewujudkarrpemerataandankeseimbangarrpembangunan
infrastrur.oo ,rr,l]t 

- -- -dtku";;;ya saing ekonomi daerah

5.Mewujudkantatakelolapemerintahanyangbaik,bersihdanamarratr'

Ditinjaudafiurusandarrkewenanganyangdimiliki,dalam
rang!<a p"r".pli"r, Misi p"*"rirrttt, Kabupaten Banjar' Inspektorat

berkontribu"i I;;; ;*'jrd;;;1"*h t"ti'i atu* RPJMD sesuat

dengan kewenangan yyF d;ilth. lnspektorat Kabupaten Banjar

mendukung "*"-Lo 
- rciAJ*ffi.igT vang bersih dengan

didukung adanya p"r"{mT nl*" dan tata 
-rrerou 

pemerintahan yang

bersih,efektif,demokr_atis.darrterpercaya-""'udijabarkanoleh
pemerintah Kabupate* q",,.:"t I"h,; misi kelima untuk membangun

kepemeri:ntah;;& baik' uersih dan amanah'

untuk mendukung maksud tersebut, dinerrulan p"t"tt 1* fungsi

Inspekorat *"*o"a"r- B"rj;-sebagar- Ap;at Pengawasan Internal

pemerintah yang marnpu-m";#6 teyar<inan yang memadai atas

ketaatan, keheiratan, "f*i"tli--;; 
efektivitas pencapaic' tujuan

penyelenggar""'*g."d''fungsilnstarrsiPemerintah'malnpll
memberikan peringatan airi a"t, oJ"ningt<atkan efektivitas manajemen

risiko dalam penyelengg"r""i?*- 4 nttg"i Insta'si Pemerinta''

serta marnpu- memelihara ;; 
"*"nin$a;Jn kualitas t'a'ta kelola

penyeleng*J;;;; a"" n'i}i pt"t"t*'"tt Kabupaten Barrjar '

D.TuGAsK)I(oKDAIIr.t'IfclglIIfsPtKTloRATIrABr'PATtilBAruAR
Inspe}<toratKabupatenBanjardibentukberdasarkanPeraturan

Daerah Kabupaten Banjar Nomor rg t*h,," iarc rcntang Pembentukan

darrsusunarrPeranglatDaerah.lnspektoratmerupakanunslrr
pengawas penyelenggaraan p"*116"T ;;ttth yang dipimpin oleh

seorang Inspelrhrr yanq Trieauaur."n 
dan bertanggungiawab kepada

r"nr1**'*ff"#?,ffi't-"n"o nyiar Nomor so rarrun zar6

tenta'g Kedudukan, sr*rrrrl' od"oi"^"i, Tt g.* da' Fungsi serta Tata

Kerja rrr*p"Ltoi"t,'Inspektorat *"*p.-yJ"*g"* membantu Bupati

melaksanakan pengawasan penyerenggaran pemerintahan Daerah yang



menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan
Inspektorat mempunyai fungsi :

tugas tersebut,

l. perumusan kebljakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah
Daerah;

2. perencanaan program pengawasan sesuai dengan kebijakan umum
yang ditetapkan oleh Bupati;

3. penyelenggaraan pembinaan kegiatan pemerintah Daerah:
4. pengkoordinasian Inspektorat kegiatan pengawasan;
5. fasilitas kegiatan pengawasan lintas sektor;
6. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas

pengawasajr;
7. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan kegiatan

Pemerintah Daerah; dan
8. pengelolaan urusan kesekretariatan.

E. KSPEI|AITGAX IilAPEKTORAT KABT'PATEN BNJAR
Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern

secara memadai, Inspektorat Kabupaten Banjar memiliki kewenangar
untuk:
1. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan,dokumentasi, aset, 

-dan _ 
personil yang diperlukan sehubungan

dengan pelaksanaan fungsi audit intern; -
2. Melalrukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuanke{a yang menjadi obyek audit intErn Jan'p"g"*"i lain yang

diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern;
3. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melalukan

kgnsyltangi dengan Bupati Banjar dan terkoordinasi dengan
pimpinan lainnya;

4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor
eksternal;

5. Mengalolasikan sumbel ggy". Inspektorat Kabupaten Banjar sertamenetapkan frekuensi, objek, dan tingkup pengaliasan interir;
6. Menerapkan teknik-teknik yang diperrukan untuk memenuhi tujuanaudit intern;
7. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yangdiperlukan, baik yang berasal dari internal maupun ekstJrnalPemerintah Kabupaten Banjar dalam rangka pefadsanaan fungsi

audit intern.

F. TAfiXil'IIG JAWAB IITSPTK?ORAT XABI'PATEI| BAITJAR

P"l* pelyelenggaraan fungsi p€ngawasan intern, Inspektorat
Kabupaten Banjar bertanggung jiwab untJt<:
1. Secara terus T:r"ry" . 

mengernbangfun dan meningkatkan
profesionalisme auditor, kualitas p.oses aridit intern, dan n*ri6. n*il
audit intern dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;



2. Menyusun, mengembangkan dan melaksanakan program Ke{a
Pengawasan Intern Tahunan yang peduli risiko, khususnva dalam halpenentuan skala prioritas dan sasaran audit intern dengan
mempertimbangkan lqslsrss.tiaeq sumber daya pengawasan, termaiuk
mengidentifikasi dan memutakhiikan data semui unit kerja yang
dapat diawasi (audit universe) serta data/ dokumen yang diperlukan; "

3. Menjamin kecukuparr dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat
menyelenggarakan fungsi audit intem secara optimal;

4. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit intem;

G. TuJttAlt' SASARAII DAI{ LrlfcKttp pEItcAwAsAIt IrspEKT'oRAT
I(ABUPATEIT BA.ITJAR

Itjl* penyelenggaraan audit intern oreh Inspektorat KabupatenBanjar adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapai", ti:rr""
dan sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya kefaatan, kehematan, elisiensi, dan efektivitas
pencAFaian tujuan. dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsiPemerintah Kabupaten Banjar.

2. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendarian darampenyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah Kabupa6n Banjax.
3. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fi:ngsi SatuanKe{a Perangkat Daera}r yang bersih dan bebis dad praftk_;rakdk

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KIO{).

Untuk-dapat mencapai tujuan dan fungsi audit intern tersebut di atas,maka lingkup pegawasan intern Inspektorat Kabupate" nu"j-ar-p.flrg
kurang meliputi:
1. Pemeriksaan dan tomprehensif terhadap kelembagaan,

kebljakan, pegawai daera,h, keuangan daerah, b"r*S a"..afr- JLurusan pemerintahan sesuai dengan program kerja' pengawasan
tahunan:

5. Menyampaikan laporan hasil audit
aktivitas pelaksanaan fungsi audit
Kabupa.ten Banjar.

intern dan laporan berkala
intem kepada Pemerintah

memastikan bahwa
desa telah sesuai

2. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu untuk
penyelenggaraan pemerintahan daerah darr
ketentuan;

3. P-emeriksaan kinerja atas peyelenggaraarr tugas dan fungsi pemerintah
F*jrt, yang mencakup peLeriksaan -ldrrerj, ;A;pengelolaan keuangan dan pemeriksaan- kinerja atas pehlsanaan

tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banjar;
4. I":" atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah

Kabupaten Banjar, seperti reviu perencanaan daiah, .e.,iu 
"ta"Laporan Keuangan pemerintah lGbupaten Banjar dan reviu atas

Laporan Kinerja pemerintah lkbupaten 
-Banjar;

5. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah KabupatenBanjar, seperti evaluasi .t^* sisterri pengendarian Intern



Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas sistem Akuntabilitas Kineria
Instansi Pemerintah (SAKIp) ;

6. Pemantauan dan aktivitas audit intem lainnya yang berupa asistensi,
sosialisasi, koordinasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas
dan fungsi Pemerintah l(abupaten Banjar.

H. KODE ETIIT DAII STAITDAR AT'DIT APIP
Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam
melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada
Standar Audit Intern pemerintah Indonesia dan foal etft yalg
dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAIPI).

I. PERSYARATAJ| PE.'AAAT FUITGSIOIYAL PEITGAWASAX YANG
DT'DT'X DALAU InTIT APIP
Persyaratan auditor intern yang duduk di Inspektorat Kabupaten
Banjar paling kurang meliputi :

1. Memenuhi sertilikasi Jabatan F\mgsional Auditor dan/atau
sertiEkasi lain di bidang pengaq/asan intern pemerintah serta
persyaratan tekrris l,ainnya sesuai peraturan perundang_undangal;

2. Memiliki integritas dan_ perifaku yang profesional, independen, jujur,
dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;

3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit darr
disiplin ilrnu lain yang relevan dengan bidang lrgasnya;

4. wajib me*atuhi Kode Etik dan standar Audit Intern pemerintah
Indonesia;

5. W4iib 
-menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan

tugas dan tanggung jawab audit inlgrn fts6 rqti diwajibkan Lraasarkan
peraturan perundang-undangan;

6. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik,
pengendalian intem pemerintah, dan rnaaajemen risiko; seia "

Z. nery{ia meningkatkan pengetahuan, keahfian, dan kemampuan
profesionalismenya secara terus-menerus.

J. I.ARAITGAX PERAITGI(APAII TI'GAS DAIT JABATAIY APARATUR
PEIVGAWASIII|

f. Aparatur Pengawasan tidak boleh terlibat langsung melaksanakanoperasional yang diaudit atau terlibat dalin kegiatan lainyang dapa.t mengganggu penilaian independensi dan obyektiitas.
2. Auditor- dan Pejabat F'ngsional pengawasan Lainnya tidak boleh

merangkap jabatan sebagai pejabat struttu.at.
IL IIT'81'!TGATT I(ER.'A DAIT KOORDTIIASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi
pelgawasal intern,. 

. 
Inspelrtorat Kabupaten B*"j", perlu menjalin

kerjasama dan koordinasi dengan auditi, aeIR hiniya, aprr"t p""lgrk
Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang_
undangan yang berlaku, serte aparat p"rrg.*"."rr-.kstern pernerintah.



1. Iaspettorat Kabupaten Ba4iar dea Satuan KerJa
a. lalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka

hubungan antara Inspektorat Kabupaten Banjar dengan auditi
adalah hub'ngan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara
konsultan dengan penerima jasa.

b. Dalam. setiap penugasan (baik penugasan assurcrnoe maupun
a nsthin$, auditi harus memberikan dan menyajikan informasi
yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.

c. Auditi trarus menindaklanjuti setiap rekomendasi pengawasan
intern yang diberikan oleh Inspeldorat Kabupaten 

-nanJar 
aan

melaporkan tindak ranjut beserta status atas setiap rekoLendasi
audit intern kepag3 Inspektorat Kabupaten Banjar'sesuai dengan
prosedur yang berlaku.

2. Inspektorat Kabupatea BlnJar llengan ApIp Latnnya, AparatPenega& Hukum (ApHl d.- pihaL- Terkait Lailda' *cuaiperaturan pbruodlq,g-undangan yaag Berlaku
a. Inspelrtorat Kabupa.ten Banjar wajib menggunakan kebijakan

d.ar-l leraturan-peraturan di bidang pengawasan yang d.ikeluarkan
oleh instansi yang berwenang dalam mEnentukan amh kebijakan
dan program audit intem Inspelctorat Kabupaten Banjar.

b. Berpartisipasi dalal Rapat Koordinasi pengawasan (Rakorwas) yang
diselenggarakan oleh instansi yang berweriang guna menyamakanpersepsi mengenai - kebijakan p..rga*"san nasional, sinergi
pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan
p€ngawasatr.

c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat Laporan periodik maupun
laporan hasil pengawasan.

3. Inrpoktorat Kabupaten Baqiar dnn Aparat pengswsser EtsteraPenerlntah
a. Inspelrtorat Kabupaten 

_ 
Banjar menjadi mitra pendamping bagiaparat pengawasan ekstern pemerintah selama p.t"t 

""rr"anpenugasan, baik sebagai penyedia data/infcrmasi maupun selagei
mitra auditi pada saat pembahasan simpulan hasil audit-.

b. Inspektorat Kabupa.ten Banjar dapat berkoordinasi dengan aparatpengawasan ekstern pemerintah unruk mengurangi- dupiikasi
dengan lingkup penugasan.

c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi pengawasan yang
$lannart<an aparat.pengawa"an ik"t"rn p"-.rirt i rn.*pk"i
bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupa.ten Banjar teriradappenyelenggaran tugas dan ftrngsi instansi pemerintah.

d. Inspelrtorat Ihbupatgn Banjar menyampaikan laporan hasil
q€ngawasan kepadl B_PK-RI sebagaimana diwajibkan Undang_Undang Nomor 15 Tahun 2oo4-dan apXn sebergaim*u ai.ti,
dalam Peraturan pemerintah Nomor 6O Tahun 20ogLntang Sistem
Pengendalian Intern pemerintah {SpIp).



4, Inspettoret Kabupatca Ba4iar dao gadaa peagawasea t(surngaa
do- Pernba,agunan {Bpltpf
a. Inspektorat Kabupaten Banjar menjadi mitra kerja bagi instansi

pembina penyelenggaraan Sistem pengendatien Intern pimerintah
(SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatlan
pengendaliaa intern pemerintah yang meliputi:
l) Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan Splp;
2) Sosialisasi, pendidikan dan pelatihan SpIp;
3) Pembimbingan dan konsultansi SpIp: dan
a) Peningkatan kompetensi auditor ApIp.

b. Inspektorat Kabupaten Banjar harus menggunakan peraturan_
peraturan di bidang Jabatan Fungsional Audiior yang
dikeluarkan oleh Instansi pembina Jabatan Fungsional Auditor.

L. PEITII.AIAtr BERIqI.A
l. Pimpinan APIP secara berkala harus menitai apakah tujuan,

wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam piigam
ini tetap memadai dalam kegiatan pen-gawasan intern sehingga dapat
mencapai tujuannya.

U. PEI|TTTUP

Piagam Audit Intern ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkandan apabila diperlukan maka al<an alantjn p..obih* a"rrl-"t"r.i
penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik_praktik
terbaik -di bidang peng€.wasan, perubahan lingkungan organisad, aanperkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas darr fungsi
pemerintah.

2. Hasil penilaian secara berkala harus
kepada Bupati Banjar.

Ditetapl6l di : Martapura
Pada Tanggal : 1 1 Juni 2O18

dikomunikasikan

Dibuat Oleh,
INSPEKTUR,

f{. fiqhrmlaad Rusdl ST, UT

Mengetahui,
SEKRETARIS DAERAH.

7,/"\"
{r. H. nasrunsyah, [p

H. XIIALILI'RRAIIMAIT

Disahkan Oleh:


